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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0453b/U/1987.
Pedoman transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang
belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata-kata Arab yang sudah
diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin:

A. Konsonan

I_Al\ur;l;f Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik di atas)
d Ja J Je

Ha (dengan titik di
< ria i bawah)
d Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
3 Zall Z Zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er
J Zai z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Esdan Ye

Es (dengan titik di
o Sad 3 bawah)

. De (dengan titik di

o Dad d ( ba%/]vah)

Te (dengan titik di
- Ta T bawah)

Zet (dengan titik di
& za ¢ bawah)




g ‘Ain ‘ Koma di atas terbalik
& Ga G Ge

[ Fa F Ef

it Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

O Nun N En

3 Waw W We

® Ham H Ha

s Hamzah ’ Apostrof
It Ya Y Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal

Vokal Rangkap

Vokal Panjang

l=a isdanys =4
=i $)= ai so=1
i=u S=au so=U
C. Ta
Marbdtah

Ta marb(tah yang hidup dilambangkan dengan (t).

Contoh :

4Ll 4aal  dituliis al-madanatun al-fadilatun

Ta marbdtah yang mati dilambangkan dengan (h).

Contoh :

-

Al ditulis kitaabah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan perulangan huruf

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
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Contoh :
ey ditulis tabbat
&l ditulis al-ajj
E. Penulisan Alif Lam
Kata sandang yang dilambangkan dengan huruf J' ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan
garis mendatar (-).
Contoh :
a3 ditulis ar-rajulu
alﬂ\ ditulis al-galamu
a5 ditulis al-zalzalah
F. Hamzah
Huruf hamzah di awal kata tidak dilambangkan. Namun, hamzah yang
terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan apostrof (°)
Contoh :
&oal ditulis umirtu

sis  ditulis syai'un

vii
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ABSTRAK

Moh. Dzul Irfan, 2024. Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan
Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Tumpang Tindih (Studi
Putusan PTUN Semarang No0.4/G/2023/PTUN.SMG). Skripsi Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum Badan Pertanahan Nasional
dalam penyelesaian sertipikat tumpang tindih dan mengetahui akibat hukum
terhadap status sertipikat tumpang tindih dan para pihak yang terlibat dalam studi
putusan PTUN Semarang No0.4/G/2023/PTUN.SMG. Tujuan penelitian untuk
menjelaskan pertanggungjawaban hukum Badan Pertanahan Nasional dalam
penyelesaian sertipikat tumpang tindih dan menjelaskan akibat hukum dalam
penyelesaian sertipikat tumpang tindih dan para pihak yang terlibat. Penelitian ini
menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan
pendekatan kasus yang berfokus pada sengketa sertipikat tumpang tindih pada
putusan PTUN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum
Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sertipikat tumpang tindih pada
putusan PTUN No0.4/G/2023/PTUN.SMG sudah melaksanakan kewenangannya
dimulai dari proses permohonan sertipikat sampai dengan penerbitan kedua
sertipikat yang terletak di Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten
Kudus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan memiliki dua nama dalam satu
bidang tanah, hal ini menimbulkan kebingungan pada Hak Hukum atas tanah
tersebut. Sehingga Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang memutuskan
bahwa Pemerintah Kabupten Kudus kalah dikarenakan waktu telah (daluarsa) hal
ini dihitung sejak terbitnya sertipikat yakni 90 (sembilan puluh) hari. Sedangkan
Pemerintah Kabupaten Kudus sudah lama mengetahui bahwa Sertipikatnya
tumpang tindih.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Akibat Hukum, Sertipikat, Badan Pertanahan
Nasional.
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ABSTRACT

Moh. Dzul Irfan, 2024. Legal Responsibility of the National Land Agency in
Settlement of Overlapping Certificates (Study of Semarang PTUN Decision
No0.4/G/2023/PTUN.SMG). Sharia Faculty Thesis, Constitutional Law Study
Program. K.H. State Islamic University Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H

This research discusses the legal responsibility of the National Land Agency in
resolving overlapping certificates and determines the legal consequences for the
status of overlapping certificates and the parties involved in the study of the
Semarang PTUN decision N0.4/G/2023/PTUN.SMG. The aim of the research is to
explain the legal responsibility of the National Land Agency in resolving
overlapping certificates and explain the legal consequences in resolving
overlapping certificates and the parties involved. This research uses a conceptual
approach, a statutory approach, and a case approach which focuses on
overlapping certificate disputes in PTUN decisions. The results of the research
show that the legal responsibility of the National Land Agency in completing
certificates overlaps with the PTUN decision N0.4/G/2023/PTUN.SMG has
implemented its authority starting from the certificate application process until
the issuance of the two certificates located in Purwosari Village, Kota District,
Kudus Regency in accordance with applicable regulations. And having two names
on one plot of land, this creates confusion regarding the legal rights to the land.
So the competent State Administrative Court decided that the Kudus Regency
Government lost because the time had (expired) this was calculated from the
issuance of the certificate, namely 90 (ninety) days. Meanwhile, the Kudus
Regency Government has long known that the certificates overlap.

Keywords: Liability, Legal Consequences, Certificate, National Land Agency.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat permasalahan tanah yang terjadi di masyarakat dan dikirimkan
kepada lembaga Badan Pertanahan Nasional, dimana diterbitkannya suatu
Sertipikat oleh kantor Badan Pertanahan Nasional namun, mengalami
kecacatan pada bagian status kepemilikan yang lebih dari satu pemilik yang
memiliki kewenangan atau tumpang tindih hak dalam menguasai suatu
bidang tanah baik sebagian atau keseluruhannya dengan para pemilik yang
bersangkutan memiliki surat atau dokumen tanda bukti yang sama seperti
sebuah Sertipikat. Kejadian tersebut dapat dinyatakan sebagai terbitnya
Sertipikat ganda yakni Sertipikat yang lebih dari satu kepemilikan dibidang
tanah yang sama.! Akibat diterbitkannya sertipikat ganda menimbulkan
sengketa antara para pihak.

Apabila terjadi demikian, maka akan menimbulkan suatu akibat hukum
sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Penyelesaian Kasus Sengketa Pasal 81 ayat 1 mengatakan bahwa: “Segala
akibat yang terjadi karena perbuatan hukum oleh pegawai atau Pejabat BPN
dalam rangka penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang
diatur dalam peraturan ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang

berlaku yang menimbulkan masalah berupa gugatan perdata, tata usaha, atau

1 Soni Harsono, Kegunaan Sertipikat dan Permasalahannya, Yogyakarta: Seminar Nasional, 1992,
him 6



laporan tindak pidana terhadap pegawai atau Pejabat BPN, menjadi tanggung
jawab BPN.?

Salah satu permasalahan yang terkait dengan sertipikat tersebut adalah
sering terjadinya sertipikat ganda dan/atau tumpang tindih.> Hal ini dapat
terjadi karena ketidak-tertiban dalam pengarsipan data-data pertanahan yang
ada didalam wilayah hukumnya baik Kota/Kabupaten, selain itu juga
dipengaruhi dengan adanya kekeliruan petugas (Human Eror) dalam proses
pengarsipan. Sehingga terjadi sengketa sertipikat ganda dan/atau tumpang
tindih, permasalahan ini merupakan kasus yang bisa di proses melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menenetapkan keputusan yang
bisa diambil oleh Badan Pertanahan Nasional untuk mempertahankan salah
satu sertipikat untuk dipertahankan hak-haknya melalui beberapa eksepsi
dalam menetukan putusan. Hal ini harus diperhatikan karena perlunya
pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan
permasalahan tumpang tindih Sertipikat yang menimbulkan perselisihan
hukum dan kebingungan dikalangan pemilik tanah sehingga menjadikan
kurangnya akuntabilitas dalam badan tersebut. Dengan demikian harus
diterapkan langkah-langkah efisien untuk memastikan sertipikat tanah yang

akurat dan menyelesaikan permasalahan.*

2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

% Sunario Basuki, Ketentuan Hukum Tanah Nasional ( HTN ) yang Menjadi Dasar dan Landasan
Hukum Pemilikan dan Penguasaan Tanah, (Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas
Hukum Universitas Indonesia), him 3.

4 Anggiat Perdamean Parsaulian dan Sudjito, Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik Atas
Tanah Di Kota Banjarbaru (Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM), 2019



Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang berwenang
untuk menguji segala tindakan beban dari pemerintah. Perihal kasus
pembatalan Sertipikat hak atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat
mempertimbangkan keabsahannya, sehingga majelis hakim di Pengadilan
Tata Usaha Negara dapat memutuskan batal atau sahnya suatu masalah
Sertipikat hak atas tanah yang akan dilihat dengan beberapa alasan serta bukti
yang ada. Dalam sidang TUN umum dapat membahas beberapa hal seperti
surat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai serta HPL. Seperti dalam
kasus yang ada pada Putusan Perkara di PTUN Semarang Nomor Putusan
4/G/2023/PTUN.SMG, sebuah gugatan yang diajukan oleh Pemerintah
Kabupaten Kudus, dengan ini Bupati Kabupaten Kudus diwakilkan oleh ASN
Kantor Pemerintah Kabupaten Kudus (PENGGUGAT) menggugat Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus (TERGUGAT) dikarenakan.®

Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan atas diterbitkannya
Sertipikat Hak Milik Nomor 3845/Purwosari terbit tanggal 1 Februari 2007,
dengan Surat Ukur tanggal 30 November 2006 Nomor 1152/Purwosari/2006
Luas 100 m2 tercatat pertama kali atas nama Zarkoni kemudian beralih
menjadi atas nama Najib yang terletak di Kelurahan Purwosari, Kecamatan
Kota, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, karena tumpang tindih
dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 36/Purwosari atas nama Pemerintah
Kabupaten Kudus. Karena ada tumpang tindih Sertipikat dan tanah obyek

sengketa dikuasai Sdr. Najib, Pemerintah Kabupaten Kudus tidak dapat

> PTUN Semarang Nomor Putusan 4/G/2023/PTUN.SMG



memanfaatkan tanah sengketa aquo sehingga potensi merugikan keuangan
daerah karena tidak dapat menyewakan barang milik daerah. Sesuai Pasal 53
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 204 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena
kepentingannya dirugikan oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan
gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara.®
Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dalam rangka penulisan
skripsi  penulis  terdorong untuk mengangkat tema penelitian:
“Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesian
Sengketa Sertipikat Tumpang Tindih (Studi Putusan PTUN Semarang
No.4/G/2023/PTUN.SMG)”
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional
(BPN) dalam penyelesaian sengketa sertipikat tumpang tindih pada
putusan PTUN Semarang No.4/G/2023/PTUN.SMG?
2. Bagaimana akibat hukum dalam penyelesaian sengketa sertipikat tumpang
tindih pada putusan PTUN Semarang N0.4/G/2023/PTUN.SMG?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Menjelaskan pertanggungjawaban hukum Badan Pertanahan Nasional
(BPN) dalam penyelesaian sengketa sertipikat tumpang tindih pada

putusan PTUN Semarang No.4/G/2023/PTUN.SMG.

& PTUN Semarang Nomor Putusan 4/G/2023/PTUN.SMG



b. Menjelaskan akibat hukum dalam penyelesaian sengketa sertipikat
tumpang tindih pada putusan PTUN Semarang
N0.4/G/2023/PTUN.SMG.

2. Manfaat Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran
untuk menambah referensi khusus tentang Hukum Administrasi Negara
dalam menyelesaikan kasus serupa. Selain itu, hasil penelitian ini juga
dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa
atau peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.

b. Kegunaan Praktis

Penulis mengharapkan agar dapat memberikan masukan,
sumbangan pemikiran, serta kontribusi bagi pemerintah khususnya
Kementrian ATR/BPN untuk memperbaiki atau menyempurnakan
kembali isi egulasi berkenaan dengan sertipikat ganda.

Memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat dalam
menghadapi sengketa pertanahan terutama masalah sertipikat ganda,
sehingga masyarakat dapat segera melakukan tindakan preventif
terhadap tanah mereka.

Penelitian ini diharapkan menjadi perhatian dan dapat digunakan
bagi emua pihak baik itu bagi pemerintah, masyarakat umum maupun

ihak-pihak yang bekerja di bidang hukum, mahasiswa Kenotariatan, an



Kementerian ATR/BPN, khususnya untuk para pihak yang terlibat
angsung dalam permasalahan sertipikat ganda.
D. Kerangka Teori
1. Pertanggungjawaban dalam Hukum Administrasi Negara
Dalam hukum Administrasi negara dikenal dua bentuk
pertanggungjawaban oleh lembaga negara atau pemerintah yaitu
Pertanggungjawaban Yuridis dan Politis.’
Sebelum mengulas apa itu pertanggungjawaban yuridis dan politis, kita
harus mengerti terlebih dahulu pengertian pertanggung jawaban. Menurut
Kamus Bahasa Indonesia Pertanggunjawaban berasal dari kata “Tanggung
jawab”, berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (Kalau ada
sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).
Menurut ilmu hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPer bahwa
Pengertian Pertanggungjawaban Hukum adalah Setiap tindakan melawan
hukum oleh subjek hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain
mengharuskan adanya pertanggungjawaban bagi subjek hukum yang
bersangkutan merupakan prinsip dalam pergaulan hukum.®
Dalam hukum administrasi negara bahwa responsibilty merupakan
bentuk pertanggungjawaban politik. 13Sedangkan menurut Darwin yang
dikutip M.Makhfudz bahwa Responsibility adalah salah satu type
pertanggung jawaban publik disamping akuntabilitas dan responsivitasia.

Dalam ensiklopedi Administrasi, responsibility adalah “Keharusan

" Ridwan HR, Hukum Adminitrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, HIm.321
& WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, HIm.1014.
® Ridwan HR, Hukum Adminitrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, HIm.322



seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah
diwajibkan kepadanya. Ini berarti menurut Arifin P Soeria Atmadja bahwa
pertanggung jawaban memiliki makna bahwa meskipun seseorang
memilki kekebebasan dalam melaksanakan suatu tugas yang dibebankan
kepadanya tetapi ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat
kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara
layak apa yang diwajibkan kepadanya.®

Dengan demikian bahwa tujuan pertanggung jawaban politik harus
menciptakan tatanan sosial yang baik, harmonis serta berkeadilan. Maka
bila dikaitkan dengan konsep good governance maka Pertanggung
jawaban politik sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut
dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik sehingga lembaga negara
sebagai pelaksana dapat mempertanngungjawabkan tugas dan fungsinya
baik kepada negara maupun kepada masyarakat.!*

2. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan atau Rechtspraak (Belinda) atau Judiciary (Inggris)
adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam
penegakan Hukum dan Keadilan. Menurut VAN PRAAG, peradilan

adalah penentuan berlakunya sesuatu aturan hukum terhadap sesuatu

10 Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Jakarta,
Gramedia, 1986, him. 44-45,

11 Maria Ulva, Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai
Negeri Sipil Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh, Fakultas IImu Sosial Dan limu
Pemerintahan Program Studi llmu Administrasi Negara, 2023



peristiva yang konkrit sehubungan dengan timbulnya sesuatu
persengketaan.!?

Dengan demikian, peradilan adalah instansi yang netral terhadap
sesuatu peristiwa hukum konkrit untuk kemudian melakukan proses
memeriksa dan memasukkan peristiwa konkrit itu ke dalam suatu norma
hukum yang abstrak dan menuangkannya ke dalam putusan.®

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan negara dan serta
tertib. Maka diperlukan adanya jaminan tentang persamaan kedudukan
warga masyarakat dalam hukum. Pelaksanaan fungsi jaminan tersebut
harus disesuaikan dengan pandangan hidup serta kepribadian negara dan
bangsa berdasarkan Pancasila, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan
dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan
masyarakat atau kepentingan umum.*

3. Konsep Sertipikat Tanah Tumpang Tindih

Menurut Ali Achmad Chomzah sertifikat ganda diartikan sebagai
sertifikat-sertifikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Jadi
dengan demikian satu bidang tanah diuraikan dengan 2 (dua) sertifikat

atau lebih yang berlainan datanya. Hal ini biasanya disebut pula dengan

12 Mahkamah Agung RI, Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum
Tata Usaha Negara Dilihat dari Beberapa Sudut Pandang, Jakarta 2011, him 43

13 Mahkamah Agung RI, Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum
Tata Usaha Negara Dilihat dari Beberapa Sudut Pandang, Jakarta 2011, him 44

14 Mahkamah Agung RI, Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum
Tata Usaha Negara Dilihat dari Beberapa Sudut Pandang, Jakarta 2011, him 54



sertifikat tumpang tindih, baik tumpang tindih seluruh bidang maupun
tumpang tindih sebagian daripada tanah tersebut. 1°

Sertifikat ganda adalah kejadian sebidang tanah memiliki 2
sertifikat tanah yang dimiliki oleh 2 orang yang berbeda. Secara prinsip
setiap bidang tanah memiliki posisi yang tunggal di belahan bumi ini.
Tidak ada 2 bidang tanah yang memiliki posisi yang sama. Dengan
demikian setiap bidang tanah yang telah bersertifikat atau terdaftar di
Badan Pertanahan Nasional (BPN) seharusnya mendapatkan perlindungan
terhadap pendaftaran yang sama atas bidang tanah tersebut.

E. Penelitian yang Relevan

Dalam penyusunan penelitian ini telah melakukan penelitian atau riset
terdahulu yang relevan dengan tema yang dikaji, beberapa penelitian atau
riset yang relevan antara lain:

Pertama, penelitian dari Tesis Baqgqi Zabidi Rois (2022) “Peran Dan
Tanggungjawab Lembaga Badan Pertanahan Nasional Dalam Upaya
Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Diakibatkan Sertipikat
Tumpang Tindih Di Kabupaten Cilacap”. Hasil penelitian adalah Implikasi
yuridis adanya sertipikat tanah yang tumpang tindih yang diterbitkan oleh
Lembaga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap mengakibatkan
salah satu sertipikat menjadi tidak sah, berdasarkan Putusan PTUN Semarang

N0:28/G/2021/PTUN.SMG. Serta Peran dan Tanggungjawab Badan

15 Ali Achmad Chomzah, 2002, Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara,
Sertipikat dan Permasalahan, Prestasi Pustaka, Jakarta, HIm. 139

16 Hadjon M. Philipus, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi
Tentang Prinsip-prinsipnya, Penangananya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan
Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), Bina Ilmu, Surabaya, HIm. 12
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Pertanahan Kabupaten Cilacap dalam Upaya Penyelesaian Sengketa
Kepemilikan Tanah yang diakibatkan Sertipikat Tanah yang Tumpang Tindih
adalah mengupayakan solusi penyelesaian sengketa pertanahan dengan
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan rasa
keadilan dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak.!’

Kedua, penelitian dari Tesis Vika Mega Hardhani (2019) “Tanggung
Jawab Kepala Kantor Pertanahan Atas Penerbitan Sertipikat Ganda (Studi
Putusan PTUN Semarang NO:67/G/2017/PTUN.SMG)”. Hasil penelitianya
ini bahwa PT. Sunindo Property Jaya tidak cermat dalam menetapkan batas-
batas bidang tanah telah mengakibatkan terjadinya tumpang tindih sebagian.
Selanjutnya dalam hal pembebanan Tanggungjawab, Pada Putusan ini
dibebankan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Semarang selaku penerima
delegasi. Tanggung jawab yang dibebankan kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kota Semarang yaitu tanggung jawab administrasi, dengan
mencabut kedua Sertipikat hak guna bangunan tersebut dan menerbitkan
kembali 2 Sertipikat hak guna bangunan atas nama PT. SUNINDO
PROPERTY JAYA setelah dikurangi luas tanah penggugat yang tumpang
tindih.®

Ketiga. Penelitian dari skripsi Daffa Ladro Kusworo (2022) ”Analisis

Yuridis Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap

17 Baqqi Zabidi Rois, “Peran Dan Tanggungjawab Lembaga Badan Pertanahan Nasional Dalam
Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Diakibatkan Sertipikat Tunpang
Tindih”, Tesis Magister Kenotariatan (Semarang: Universitas Negeri Sultan Agung, 2022).

18 \Vika Mega Hardhani, “Tanggung Jawab Kepala Kantor Pertanahan Atas Penerbitan Sertipikat
Ganda (Studi Putusan Nomor 67/G/2017/PTUN.SMG)”, Tesis Magister Kenotariatan (Malang:
Universitas Brawijaya, 2019)
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Sengketa Pertanahan (Studi Kasus Putusan Ptun Bandar Lampung
No0:6/G/2021/PTUN-BL)”. Hasil penelitiannya adalah Sengketa sertipikat
ganda menjadi kewenangan PTUN dengan menguji aspek kewenangan dan
prosedural penerbitan formal Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan
BPN. SHM menjadi objek sengketa TUN dengan karakteristik bersifat
konkrit, individual, dan final. Dalam fakta hukum bahwa lewatnya waktu
pengajuan upaya administratif oleh para penggugat tidak menjadikan pokok
gugatan ditolak/ tidak diterima karena hakim semata-mata berpijak dari asas
pemeriksaan cepat, sederhana, biaya ringan.*°
Dari beberapa penelitian diatas, memiliki perbedaan pembahasan
dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis, adapun perbedaannya
adalah penulis akan melakukan pembahasan yang berfokus pada sengketa
sertipikat tumpang tindih yang terjadi di Kabupaten Kudus berdasarkan
Putusan PTUN  Semarang  No0.4/G/2023/PTUN.SMG, bagaimana
pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional dalam sengketa ini, serta
apa akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya penyelasian putusan ini.
F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.
Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah

untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi

19 Daffa Ladro Kusworo, “Analisis Yuridis Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara
Terhadap Sengketa Pertanahan (Studi Kasus Putusan Ptun Bandar Lampung
No0:6/G/2021/PTUN-BL) 7, Skripsi Sarjanah Hukum. (Bandar Lampung: Universitas Bandar
Lampung, 2022)
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normatifnya. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum
kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka
atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif
(cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang
sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu
ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).?

Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian
ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang sedang ditangani; pendekatan kasus (case
approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang
berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan yang tetap; pendekatan konseptual
(conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.?

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan
menggunakan legislasi dan regulasi.?? Misalnya undang-undang, karena
dalam pembentukannya melibatkan lembaga perwakilan rakyat.
Sedangkan produk seperti keputusan presiden atau keppres, keputusan
menteri dan lain-lain, bukan termasuk dalam pendekatan ini dikarenakan

produk tersebut diterbitkan oleh pejabat pemerintah tanpa adanya

20 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang, 2007), hal. 57

21 Saeful Anam, PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM
PENELITIAN HUKUM, https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-
approach-dalam-penelitian-hukum/

22 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. rev, Cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011).



https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/
https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/
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keterlibatan lembaga perwakilan rakyat. Sehingga, dalam penelitian
pendekatan ini peneliti harus memahami hierarki dan asas-asas yang
terdapat di peraturan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak
dari aturan hukum yang ada.?® Dalam pendekatan konseptual peneliti
merujuk pada prinsip-prinsip hukum. prinsip-prinsip hukum ini dapat
ditemukan dalam pikiran pendapat para ahli sarjana dibidang hukum serta
dapat pula ditemukan dalam doktrin-dokrtin hukum.

Pendekatan Kasus (case approach) Stake (1995) sebagaimana dikutip
Creswell (2017) merupakan strategi penelitian di mana di dalam peneliti
menyelidiki secara cermat suatu kasus, program, pertistiwa, aktivitas,
proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan
aktivitas, dan peneliti mengumpulkan infromasi secara lengkap dengan
berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah
ditentukan pada suatu kasus atau peristiwa.>*

2. Sumber Bahan Hukum

Terdapat dua macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam
penelitian, yakni :

a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. rev, Cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011).

24 Sahrizal Vahlepi, Helty, Friscilla Wulan Tersta, Implementasi Model Pembelaaran berbasis
Case Method dan Project Based Learning dalam rangka mengakomodir Higher Order Thinking
Skill mahasiswa dalam Mata Kuliah Psikologi Pendidikan Bahasa Arab di Masa Pandemi VVolume
5 Nomor 3 Tahun 2021, him 56



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesianomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015
Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan
Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanhan Nasional Republik Indoensia Nomor 16 Tahun 2022
tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Kewenangan Hak
Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata



10)

11)

12)
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Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021
Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor

Pertanahan

. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum

sekunder dapat berupa:

1)

2)

3)

Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan diteliti.
Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan diteliti.
Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

diteliti.
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4) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan
dengan permasalahan yang akan diteliti.
5) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan
dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen
adalah suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan
hukum tertulis dengan mempergunakan content analisys. Karena dalam
penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan
maka hal yang pertama dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan
bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang
mengkaji isu yang dibahas.?®
Dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi atau studi
dokumenter (documentary study) yaitu suatu teknik pengumpulan data
dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen
tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun
dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.?’
Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini berupaya

untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:?®

25| Ketut Suardita, Sh.Mh, Pengenalan Bahan Hukum (Pbh), Fakultas Hukum Universitas
Udayana

%6 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2024) him 21

27 Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
221-222.

28 Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, him 12
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a. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan
Perlindungan hukum, Pemegang hak, Macam-macam Hak atas tanah,
Pendaftaran Tanah, Perolehan Hak Atas Tanah, dan Peralihan Hak Atas
Tanah.

b. Klasifikasi, yaitu dengan mengolah dan memilih data yang
dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier.

c. Sistematisasi, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah
diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini bersifat
preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran
mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah
tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru
sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Preskriptif artinya objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma

hukum dan prinsip hukum, koherensi antara aturan hukum dan norma

hukumz Penelitian skripsi ini berusaha memberikan peskripsi berkaitan
dengan penyelesaian sengketa sertipikat tumpang tindih  dan
pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional serta akibat hukum hak

dalam mendapatkan bukti kepemilikan hak atas tanah.*

29 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2005 him 42
30 peter Mahmud M, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, him 47
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G. Sistematika Penulisan

Dalam membahas dan menganalisa tentang ‘Pertanggungjawaban
Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesian Sengketa Sertipikat Tumpang
Tindih (Studi Putusan PTUN Semarang No.4/G/2023/PTUN.SMG)”. Agar
penulisan skripsi ini dapat disusun dengan baik dan sistematis maka penulis
menggunakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN, memuat: Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian Yang
Relavan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB Il LANDASAN TEORI, berisi: Pertanggungjawaban dalam
Hukum Adinistrasi Negara, Peradilan Tata Usaha Negara, Konsep Sertipikat
Tumpang Tindih.

BAB Il HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, akan
menjelaskan tentang: Kasus Posisi Putusan PTUN Semarang Nomor
4/G/2023/PTUN.SMG, Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional
(BPN) dalam Penyelesaian Sertipikat Tumpang Tindih pada Putusan PTUN
Semarang Nomor 4/G/2023/PTUN.SMG.

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN, berisi tentang: Akibat
Hukum Terhadap Status Hak Atas Tanah, Akibat Hukum Terhadap Para
Pihak

BAB V PENUTUP, berisi: Simpulan dan Saran.
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BAB II
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan, diperoleh
kesimpulan terkait Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional dalam
penyelesaian sengketa sertipikat tumpang tindih (Studi Putusan PTUN

Semarang Nomor 4/G/2023/PTUN.SMG) sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian
Kasus Sertipikat Tumpang Tindih yang terjadi pada Putusan PTUN
Semarang  Nomor  4/G/2023/PTUN.SMG, sudah  menjalankan
kewenangannya dimulai dari proses permohonan penerbitan sertipikat
milik saudara Zarkoni yang berubah menjadi Najib yang diajukan pada
Tahun 2006 yang berada diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Kudus
dengan sertipikat Hak Pakai terbit pada tahun 2003 sesuai dengan prosedur
dan tata cara yang ditetapkan didalam peraturan yang berlaku. Sementara
dari Pemerintah Kabupaten Kudus sendiri tidak ada upaya Hukum atas
keberatan nya terbitnya sertipikat tersebut sampai batas waktu yang telah
ditentukan yaitu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sertipikat diterbitkan.
Apabila dilihat dari tahun penerbitan sertipikat maka sertipikat Hak Pakai
milik Pemerintah Kabupeten Kudus sudah ada terlebih dahulu yaitu 2003
sedangkan Sertipikat atas nama Sdr. Zarkoni yang beralih menjadi Najib

diterbitkan pada tahun 2006. Akhirnya timbulah sengketa sertipikat ganda,
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dan Pemerintah Kabupaten Kudus selaku pemilik Sertipikat Hak Pakai
sudah terlambat dalam menggugat sengketa tersebut. Dan mengakibatkan
sengketa sertipikat ganda diputuskan oleh hakim gugatannya menjadi
(daluarsa) dan Badan Pertanahan Nasional belum bisa bertanggung jawab
secara hukum dalam sengketa karena sengketa yang terjadi sudah
(daluarsa).

2. Akibat hukum yang terjadi dalam Putusan PTUN Semarang Nomor
4/G/2023/PTUN.SMG, akhirnya terjadi kebingungan Hukum Hak Atas
Tanah. Dalam keputusan pertimbangan Hakim dalam putusaannya yang
memutuskan bahwa menolak gugatan dari pihak Pemerintah Kabupaten
Kudus yang meminta agar sertipikat Atas Nama Zarkoni yang berubah jadi
Najib untuk dicabut. Hal tersebut didasarkan atas sudah daluwarsanya
gugatan dari pihak penggugat yang sudah lebih dari 90 hari dan
menghukum pihak Pemerintah Kabupaten Kudus untuk membayar biaya
yang timbul dalam sengketa sebesar Rp.4.587.000,- (Empat juta lima ratus
delapan puluh tujuh ribu rupiah), hal ini juga diperkuat dengan Putusan
Banding dari  Pengadilan Tata Usaha  Negeri  Surabaya
Nomor:121/B/2023/PT.TUN.SBY yang berbunyi Menguatkan Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 4/G/2023/PTUN.SMG,
tanggal 31 Mei 2023 yang dimohonkan banding.

B. Saran
Untuk meningkatkan pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional

dalam penyelesaian berbagai kasus dalam sertipikat, seperti dalam hal ini
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terjadinya tumpang tindih sertipikat dalam satu bidang tanah, peneliti

memberi saran:

1. Seharusnya akuntabilitas tanggungjawab dalam penerbitan sertipikat dari
awal permohonan hingga pengesahan sertipikat, harus benar-benar
diperhatikan dalam menunjang pelayanan prima terhadap masyarakat
dalam urusan pertanahan.

2. Seharusnya Pemerintah serta pihak-pihak yang berikatan dalam proses
penerbitan sertipikat harus benar-benar memperhatikan hal-hal yang dapat
menyebabkan terjadinya sengketa sehingga tidak terjadi cacat hukum
dalam proses penerbitan sertipikat dan mengurangi citra negatif pandangan

masyarakat terhadap lembaga negara yang bersangkutan.
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